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Pentingnya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam sistem
keuangan, termasuk perbankan syariah, seiring dengan komitmen global untuk
menghadapi perubahan iklim dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah
Indonesia dalam mendorong penyaluran green credit pada sektor perbankan
syariah, dengan fokus pada implementasi dan dampaknya terhadap
keberlanjutan lingkungan dan profitabilitas perbankan. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis dokumen, termasuk
peraturan, kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa syariah terkait
keuangan berkelanjutan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi
untuk mengkaji relevansi regulasi dengan implementasi green credit dalam
keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan green
financing yang diterapkan telah berhasil meningkatkan penyaluran kredit hijau,
meskipun tantangan seperti literasi keuangan syariah dan promosi proyek hijau
masih menjadi kendala. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ada
dampak positif terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan perbankan syariah,
diperlukan penguatan regulasi dan promosi yang lebih luas. Temuan ini penting
untuk pengembangan kebijakan masa depan yang lebih efektif dalam
mendukung keuangan berkelanjutan dan memastikan pertumbuhan ekonomi
yang sejalan dengan prinsip syariah.
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Pendahuluan

Pentingnya keberlanjutan semakin mendesak di tengah krisis lingkungan global, termasuk di Indonesia yang
mengalami dampak signifikan dari perubahan iklim (Siregar, 2024). Sebagai bagian dari komitmennya terhadap
agenda keberlanjutan global, Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement yang mengharuskan negara ini untuk
mengurangi emisi gas rumah kaca dan beralih ke ekonomi rendah karbon (Hulu et al., 2024). Dalam sektor
keuangan, khususnya perbankan memiliki peran penting dalam mendukung transisi tersebut melalui penyaluran
green credit, yaitu pembiayaan yang diarahkan pada proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan,
transportasi bersih, dan pengelolaan limbah (Cendekiawan & Firmansyah, 2024). Kebijakan ramah lingkungan
ini tak hanya membantu Indonesia mencapai target iklimnya, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi
yang lebih berkelanjutan dan tangguh.
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Di beberapa negara, seperti Singapura dan Tiongkok, konsep Green Financing telah diterapkan oleh bank-
bank terkait. Di Tiongkok, Green Credit Policy telah diterapkan sejak tahun 2007 melalui Green Credit Policy
(Hatmadi & Trihadmini, 2022). Green Credit memiliki tujuan untuk mendukung keuangan berkelanjutan,
terutama dalam sektor perbankan, yang mempengaruhi pembuatan dan pengembangan proyek yang
berorientasi lingkungan dan sosial (Zhang et al., 2021).

Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs), terutama melalui penyaluran green credit yang sejalan dengan prinsip syariah dan
keberlanjutan (Hayati & Yulianto, 2020); (Ningluthfi & Nurohman, 2024). Dengan menyalurkan pembiayaan
untuk proyek-proyek yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan manajemen
limbah, perbankan syariah berkontribusi langsung terhadap SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dan SDG
13 (Penanganan Perubahan Iklim). Prinsip keuangan syariah yang menekankan keadilan sosial dan
keberlanjutan selaras dengan semangat SDGs, terutama dalam memastikan bahwa pembiayaan tidak hanya
menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif (Rahmat,
2024).

Pada 2018, pemerintah Indonesia menerbitkan sukuk hijau bersamaan dengan obligasi hijau setelah
disahkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan
Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond). Berbeda dari obligasi hijau, sukuk hijau mengikuti
prinsip perbankan syariah. Pada 2019, pemerintah melanjutkan dengan penerbitan sukuk hijau ritel untuk
mendukung pembiayaan anggaran negara dan proyek infrastruktur berkelanjutan, sekaligus menarik minat
investor di pasar domestik. Hingga 2023, sukuk hijau telah mengumpulkan dana sebesar USD6,9 miliar, dengan
mayoritas dialokasikan untuk sektor transportasi berkelanjutan, ketahanan iklim, serta pengelolaan air.
Instrumen ini juga telah meraih beberapa penghargaan internasional, termasuk aset triple A dari International
Islamic Finance Awards pada 2020 (Tempo.co, 2024).

Konsep green credit sangat relevan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah yang berfokus pada keadilan,
keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial (Tondoyekti, 2024). Dalam keuangan syariah, setiap bentuk
pembiayaan harus menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta
memprioritaskan keseimbangan antara kesejahteraan individu dan kepentingan sosial (Malinda et al., 2024).
Prinsip ini sejalan dengan green finance, yang bertujuan mendukung proyek-proyek ramah lingkungan yang
mengedepankan keberlanjutan jangka panjang. Green credit dalam keuangan syariah juga mencerminkan
tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam sebagai amanah yang harus dikelola dengan bijak (ROHMAH
& Mubharrami, 2023).

Pemerintah Indonesia, bersama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah
mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan green finance di sektor perbankan,
termasuk perbankan syariah. Salah satu inisiatif utama adalah Sustainable Finance Roadmap yang diluncurkan
oleh OJK pada 2014, bertujuan mendorong industri jasa keuangan untuk berkontribusi dalam pembangunan
berkelanjutan. Roadmap ini kemudian diikuti dengan Peraturan OJK No. 51/P0OJK.03/2017 tentang
penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan yang mengharuskan bank untuk menerapkan
prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnis mereka. Selain itu, pemerintah juga mendorong penerbitan green
bonds atau obligasi hijau, termasuk dalam bentuk sukuk hijau untuk pembiayaan proyek-proyek ramah
lingkungan.

Meskipun kebijakan pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong penerapan
keuangan berkelanjutan, termasuk penyaluran green credit, penelitian yang mengkaji secara khusus peran
perbankan syariah dalam konteks kebijakan tersebut masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada
lebih fokus pada perbankan konvensional, sementara perbankan syariah, yang memiliki prinsip keuangan
beretika dan ramah lingkungan, belum mendapat perhatian yang memadai dalam analisis kebijakan ini. Oleh
karena itu, gap penelitian terletak pada minimnya kajian yang secara mendalam menganalisis kebijakan
pemerintah terkait green credit di sektor perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan
tersebut dengan menganalisis efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta mengevaluasi peran perbankan
syariah dalam mendukung penyaluran pembiayaan hijau di Indonesia, sehingga dapat memberikan
rekomendasi kebijakan yang lebih optimal untuk mendorong keberlanjutan ekonomi.

Green Credit

Kesadaran akan keberlanjutan lingkungan telah muncul sejak tahun 1980-an dan 1990-an, meskipun pada masa
itu belum ada tindakan konkret dalam penanganan masalah lingkungan dari segi pendanaan dan pembiayaan.
Upaya pertama untuk mengatur risiko sosial dan lingkungan dari proyek skala besar dilakukan oleh World Bank
dan Export Credit Agencies dari negara-negara anggota OECD. Pada bulan Juni 2023, Equator Principle,
panduan pertama tentang pembiayaan dan manajemen risiko untuk proyek hijau, berhasil disusun oleh
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Citigroup, ABN AMRO, Barclays, dan West LB, dengan kolaborasi dengan International Finance Corporation
(IFC). Pada tahun 2008, World Bank menerbitkan obligasi hijau pertama kali, yang kemudian menjadi standar
utama bagi obligasi serupa dan juga kredit hijau, yang setiap dilaporkan dalam The World Bank Impact Report
(Ir Amir Fikri et al., 2021).

Green credit adalah bentuk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan, seperti bank atau lembaga
keuangan non-bank, untuk proyek-proyek yang berkontribusi positif terhadap perlindungan lingkungan atau
pembangunan berkelanjutan. Pembiayaan ini biasanya diberikan untuk proyek-proyek yang memenubhi kriteria
tertentu dalam hal keberlanjutan lingkungan, seperti proyek-proyek energi terbarukan, efisiensi energi,
transportasi ramah lingkungan, bangunan hijau, dan lain sebagainya (Adhitya et al., 2022). Di Indonesia,
inisiatif kredit hijau telah berkembang sejak tahun 2015, ketika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan
Roadmap Keuangan Berkelanjutan, yang merangkum strategi dan rencana peningkatan keuangan berkelanjutan
melalui sistem keuangan. Sejak itu, perbankan dan lembaga keuangan di Indonesia semakin berani menambah
portofolio aset mereka di sektor hijau dan berkelanjutan, terutama setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang
Berwawasan Lingkungan (Green Bond) (Putri, 2024).

Sustainability

Sustainability adalah ide mengenai kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara berkesinambungan dalam
jangka waktu yang panjang, yang dapat diterapkan di berbagai sektor. Dalam bisnis, konsep ini dapat
diwujudkan melalui praktik bisnis berkelanjutan atau business sustainability (Irawan & Muarifah, 2020).
Pembangunan berkelanjutan adalah suatu konsep pembangunan yang lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan
saat ini. Hal ini dilakukan tanpa mengorbankan, merugikan, atau merusak lingkungan, dengan tujuan
memastikan bahwa generasi di masa mendatang tetap dapat menikmati lingkungan yang layak untuk dihuni.
Upaya pembangunan berkelanjutan dapat diamati dalam berbagai aspek, termasuk pembangunan lahan,
perkotaan, bisnis, dan masyarakat secara umum. Semua ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa
mengorbankan kemampuan memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang (Malihah, 2022).

Wacana mengenai Green Economy tidak luput dari perhatian dunia perbankan yang merupakan salah satu
penggerak roda perekonomian negara. Dunia perbankan di Indonesia mulai menunjukan perhatiannya terhadap
lingkungan melalui berbagai kegiatan perbankan yang dikenal dengan Green Banking. Green Banking dapat
diartikan sebagai lembaga keuangan yang memberikan prioritas utama pada keberlanjutan (sustainability)
dalam pelaksanaan operasional bisnisnya. Konsep Green Banking ini didasarkan pada empat unsur utama
dalam kehidupan, yaitu alam (nature), kesejahteraan (well-being), ekonomi (economy), dan masyarakat
(society). Bank yang mengadopsi pendekatan "hijau" akan mengintegrasikan keempat unsur tersebut ke dalam
prinsip bisnisnya, menunjukkan kepedulian terhadap ekosistem dan kualitas hidup manusia (Aisyah &
Puyjiyono, 2016).

Metode

Metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada kajian dan analisis terhadap aturan
hukum yang berlaku serta doktrin hukum yang terkait dengan penyaluran green credit dalam sektor perbankan
syariah. Pendekatan ini melibatkan pengkajian literatur hukum, termasuk undang-undang, peraturan, kebijakan
pemerintah, serta prinsip-prinsip syariah yang mengatur pembiayaan hijau. Data yang digunakan adalah data
sekunder yang bersumber dari dokumen hukum, seperti peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kebijakan
pemerintah tentang keuangan berkelanjutan, serta literatur akademis yang mendukung kajian ini.

Analisis dalam metode yuridis normatif dilakukan dengan cara menginterpretasi dan menghubungkan
norma-norma hukum yang ada untuk melihat bagaimana regulasi yang telah diterapkan dalam konteks
penyaluran green credit pada perbankan syariah. Metode ini juga mencakup kajian doktrin hukum dan fatwa
yang relevan untuk memastikan bahwa prinsip syariah dalam perbankan diterapkan secara konsisten dalam
mendukung keuangan hijau. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha untuk menilai efektivitas kebijakan
yang ada, mengidentifikasi potensi perbaikan, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan
yang lebih sesuai dengan kebutuhan perbankan syariah dan keuangan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Dasar Hukum Pelaksanaan Green Credit
Perubahan iklim merupakan transformasi pada pola cuaca dalam jangka waktu panjang yang terjadi secara
global. Dampak dari perubahan iklim global bersifat multisectoral artinya melibatkan berbagai sektor dan dapat
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mempengaruhi kualitas hidup manusia serta lingkungan secara keseluruhan (Leontinus, 2022). Negara-negara
saat ini mengalami dampak yang sangat nyata dari perubahan iklim, mendorong adopsi berbagai upaya dan
kebijakan untuk mengurangi konsekuensi negatif tersebut melalui pembangunan berkelanjutan.

Keterkaitan antara ekonomi dan lingkungan merupakan suatu realitas yang tidak dapat dipisahkan.
Pendekatan pembangunan ekonomi secara konvensional sering kali berpotensi merusak lingkungan, mengingat
lingkungan dianggap sebagai salah satu faktor produksi yang dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu,
pembangunan yang dianggap ideal adalah yang mampu mencapai keseimbangan dengan lingkungan, dan
konsep-konsep seperti pembangunan berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan menjadi
semakin penting. Pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan
lingkungan semakin menjadi fokus perbincangan salah satunya konsep green economy dengan hasil yang
diharapkan yaitu terjadinya pertumbuhan hijau (green growth) (Firmansyah, 2022).

Bank Indonesia telah mendorong bank-bank di Indonesia untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan
sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Beberapa bank di Indonesia telah merespons dengan
menciptakan produk dan layanan yang mempertimbangkan aspek lingkungan. Praktik green banking ini
memiliki kaitan erat dengan sustainabilitiy finance atau keuangan berkelanjutan, di mana bank-bank berupaya
mengintegrasikan faktor-faktor lingkungan dalam pengambilan keputusan keuangan berkelanjutan. Green
bangking melibatkan prioritas pada pembiayaan proyek yang memiliki dampak positif pada lingkungan, inovasi
teknologi yang ramah lingkungan, dan kontribusi terhadap percepatan transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Bank juga berperan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mendukung praktik bisnis yang
membangun kualitas keuangan yang berkelanjutan (Afissunani, 2023).

Salah satu jenis turunan green bangking yaitu green credit, sebuah konsep yang menekankan nasabah atau
debitur dimotivasi untuk berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan
hidup. Nasabah diharapkan dapat menggunakan credit yang mereka terima untuk mengembangkan usaha yang
menghasilkan produk ramah lingkungan. Selain itu, proyek atau perusahaan yang dimiliki oleh debitur
diharapkan memberikan manfaat lebih besar bagi kesejahteraan bersama dalam lingkungan masyarakat
setempat. Pendekatan ini tidak hanya membawa keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif
pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Radyati, 2014).

Dalam proses pengajuan credit, Green Bank harus menjalani proses screening yang mencakup kebijakan
manajemen risiko. Bank kemudian akan melakukan evaluasi terhadap dampak risiko dan mengambil langkah-
langkah mitigasi sehingga pinjaman yang disetujui memiliki nilai keberlanjutan yang memadai. Dengan kata
lain, Green credit dapat dijelaskan sebagai suatu lembaga keuangan yang memberikan prioritas pada
keberlanjutan dalam praktik bisnisnya, dengan fokus pada pemberian credit yang memenuhi standar
sustainability (Naiborhu, 2023). Hal ini menjadi signifikan karena pemberian credit oleh lembaga keuangan
dapat menjadi permasalahan jika credit tersebut digunakan untuk usaha atau kegiatan yang pada akhirnya dapat
menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Kebijjakan pemerintah dalam mendorong penyaluran green credit merupakan langkah penting dalam
mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengatasi perubahan iklim. Green credit, yang merupakan bentuk
pembiayaan yang diberikan kepada usaha atau proyek yang berorientasi pada keberlanjutan dan ramah
lingkungan, mendapat dukungan hukum dari Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Menurut penjelasan Pasal 8 ayat (1), bank dalam
memberikan credit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah diwajibkan untuk mempertimbangkan hasil
analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan/atau berisiko tinggi. Hal
ini bertujuan agar proyek yang mendapatkan pembiayaan tetap menjaga kelestarian lingkungan (Maramis,
2016).

Lebih lanjut, Pasal 67 dan 68 dari Undang-undang No. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup (UUPPLH) menegaskan tanggung jawab setiap orang dalam memelihara kelestarian fungsi
lingkungan hidup, mengendalikan pencemaran, dan mencegah kerusakan lingkungan hidup. Pasal 68 juga
mengatur kewajiban bagi setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan, termasuk memberikan
informasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjaga keberlanjutan
fungsi lingkungan hidup, dan mematuhi ketentuan baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Regulasi tersebut telah memberikan landasan hukum yang jelas untuk mendukung pemberian green credit dan
perlindungan lingkungan hidup.

Kebijakan pemerintah yang mendorong penyaluran green credit memberikan dampak positif pada berbagai
aspek, termasuk kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam aspek kesejahteraan sosial, upaya
perusahaan dalam menjaga lingkungan tidak hanya melalui konservasi, tetapi juga melalui produksi produk
yang ramah lingkungan dan berfokus pada penghematan energi (Lestari et al., 2020). Green credit berperan
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sebagai pendorong investasi di sektor-sektor hijau, seperti energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan,
dan bangunan hemat energi. Tindakan ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga dapat
meningkatkan nilai tambah perusahaan serta daya saingnya.

Dalam aspek kesejahteraan ekonomi, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam
upaya pembangunan berkelanjutan melalui penerapan green economy. Sehingga tindakan utama yang
diupayakan adalah memastikan bahwa green economy memberikan kontribusi positif terhadap pengentasan
kemiskinan dan kualitas hidup yang lebih baik dapat terjamin tanpa merugikan sumber daya alam (Anwar,
2022)a. Investasi di sektor green, yang sering kali melibatkan pengembangan dan penerapan teknologi, memiliki
potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Khususnya, sektor teknologi green dapat menjadi motor
penggerak utama dalam menciptakan peluang pekerjaan yang berkualitas. Hal ini tidak hanya memberikan
dampak positif terhadap tingkat pengangguran, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
ekonomi masyarakat.

Green economy juga memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan lingkungan melalui berbagai strategi
yang dapat diterapkan dalam Green Banking. Menurut Kontesa et al. (2023) salah satu strategi utama adalah
mengurangi emisi karbon dengan memanfaatkan energi terbarukan. Penerapan teknologi dan sumber energi
yang ramah lingkungan dapat mengurangi jejak karbon dan mendukung transisi menuju pola konsumsi energi
yang berkelanjutan. Selain itu, Green Banking juga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya melalui
langkah-langkah efisiensi energi dan pengurangan konsumsi kertas. Upaya ini tidak hanya menciptakan efisiensi
operasional bagi lembaga keuangan, tetapi juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti
deforestasi. Green credit, sebagai bagian dari Green Banking, memiliki peran penting dalam mengurangi emisi
gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim. memberikan dukungan finansial kepada proyek-proyek ramah
lingkungan, Green credit tidak hanya berkontribusi pada pelestarian ekosistem, tetapi juga membantu
menciptakan dampak positif bagi lingkungan secara keseluruhan.

Selanjutnya, Pemerintah juga telah mengambil beberapa langkah kebijakan untuk mendorong penyaluran
green credit, salah satunya melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK, sebagai lembaga pengawas semua
lembaga keuangan dari sektor perbankan hingga pasar modal, mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor
51/POJK.03 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten,
dan Perusahaan Publik (Salim, 2018). Penerbitan POJK No. 51/POJK.03/2017 ini mewajibkan seluruh Sektor
Jasa Keuangan untuk menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Langkah ini melibatkan
penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability
Report) kepada OJK dan masyarakat. Pasal 7 ayat (1) POJK tersebut mengidentifikasi tiga prioritas penerapan
Keuangan Berkelanjutan, yaitu pengembangan produk jasa keuangan, peningkatan kapasitas Lembaga Jasa
Keuangan (LJK), dan penyesuaian lembaga jasa keuangan agar sejalan dengan prinsip penerapan Keuangan
Berkelanjutan.

Peran Lembaga (OJK) dapat bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait dalam penyusunan Roadmap
Keuangan Berkelanjutan. Roadmap ini memiliki tujuan untuk merinci kondisi yang diinginkan terkait keuangan
berkelanjutan di Indonesia dalam jangka menengah (2015-2019) dan jangka panjang (2015-2024) khususnya
bagi industri jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK. Selain itu, Roadmap ini juga bertujuan
untuk menetapkan serta menyusun langkah-langkah perbaikan terkait keuangan berkelanjutan. Roadmap ini
diharapkan dapat menjadi pedoman bagi OJK, pemerintah, pelaku industri, dan lembaga internasional yang
memiliki kepentingan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (Hayati & Yulianto, 2020).

Implementasi Green Credit pada Bank Syariah

Penerapan green banking di Indonesia, seperti yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia, membuktikan
bahwa ini memiliki dampak positif terhadap profitabilitas dengan mengurangi dampak negatif terhadap
lingkungan. Hasil penelitian oleh Ningsih et al. (2020) menunjukkan bahwa green banking memberikan
pengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Bank Syariah dalam penerapan green
banking menunjukkan tingkat selektivitas yang tinggi dalam memberikan pembiayaan. Pemberian pembiayaan
dilakukan dengan memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip ajaran syariah dan tidak merugikan
kemaslahatan umat. Beberapa bank syariah aktif dalam menyediakan pembiayaan untuk usaha pembangunan
energi baru dan terbarukan, peningkatan efisiensi industri, serta pembiayaan pertanian ramah lingkungan.

Dalam kebijakan pembiayaan dan prosedur operasional bank syariah, terdapat mekanisme screening yang
menetapkan daftar usaha yang dianggap haram, seperti alkohol, persenjataan, perjudian, dan usaha yang
berdampak pada kerusakan moralitas atau lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa green banking
memiliki pengaruh positif terhadap Net Profit Margin (NPM) bank syariah. Meskipun nilai NPM cenderung
fluktuatif, penilaian indikator green banking stabil dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu,
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semakin tinggi nilai rasio NPM, semakin baik kondisi perusahaan tersebut. Hasil ini mencerminkan bahwa
green banking tidak hanya berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan tetapi juga berdampak positif pada
kesehatan finansial bank syariah.

Berdasarkan kesuksesan yang telah dicapai oleh Bank Syariah dalam menerapkan konsep green banking,
pemerintah seharusnya melibatkan lebih banyak bank, termasuk yang bukan berbasis Syariah, dalam
mengadopsi green credit. Langkah-langkah strategis manajemen dapat diambil oleh pemerintah dan Bank untuk
memastikan meluasnya dampak positif dari penerapan green credit ini ke seluruh masyarakat. Beberapa strategi
tersebut melibatkan, langkah pertama yang dapat diambil oleh pemerintah adalah memberikan insentif fiskal
dan non-fiskal kepada bank dan nasabah yang terlibat dalam program green credit. Insentif fiskal dapat berupa
berbagai keuntungan pajak dan non-pajak, sementara insentif non-fiskal mencakup kemudahan dalam
perizinan, kegiatan pemasaran, dan sebagainya (Tambunan, 2021). Sebagai contoh, bank yang secara aktif
mendukung green credit dapat mendapatkan insentif pajak, seperti pembebasan atau potongan pajak, sebagai
bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam mendukung proyek-proyek yang ramah lingkungan. Selain itu,
pemerintah juga dapat memberikan subsidi bunga kepada nasabah yang menggunakan green credit, dengan cara
mengurangi tingkat bunga yang harus mereka bayar. Langkah-langkah ini diambil untuk mendorong partisipasi
aktif dari sektor perbankan dan masyarakat dalam mendukung proyek-proyek yang memiliki dampak positif
terhadap lingkungan.

Langkah selanjutnya yang dapat diambil untuk meningkatkan implementasi green credit adalah menetapkan
standar taksonomi hijau yang jelas serta dapat diukur. Taksonomi hijau adalah sebuah komitmen dari Indonesia
dalam mengatasi perubahan iklim, yang dirancang untuk mempercepat program pembiayaan dengan prinsip
berkelanjutan di sektor jasa keuangan. Panduan ini juga merupakan dasar dalam penyusunan kebijakan,
pedoman, dan panduan bagi perusahaan dalam melakukan aktivitas bisnisnya (Armintasari et al., 2022).
Tujuannya, untuk memastikan bahwa credit yang diberikan oleh bank memiliki dampak positif yang konkret
terhadap lingkungan. Panduan ini juga menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan, pedoman, dan panduan
bagi perusahaan untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan keyakinan
kepada masyarakat bahwa credit yang diberikan oleh bank secara efektif mendukung proyek-proyek yang ramah
lingkungan dan memiliki dampak positif terhadap perlindungan lingkungan (Maramis, 2016).

Langkah ketiga yang perlu diambil oleh bank adalah meningkatkan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya
Manusia (SDM) mereka dalam memahami dan mengelola risiko green credit. Karena SDM merupakan elemen
kunci yang memengaruhi sejauh mana suatu organisasi dapat beroperasi secara efektif dan efisien untuk
mencapai tujuannya (Setiyati & Hikmawati, 2019), upaya ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan,
seminar, dan program edukasi lainnya. Pelatihan dan seminar dapat mencakup aspek-aspek seperti identifikasi
risiko green credit, analisis risiko, dan strategi mitigasi. Program edukasi juga dapat membantu staf bank
memahami perubahan dalam kebijakan dan regulasi terkait green credit serta memperbarui pengetahuan mereka
secara berkala.

Langkah berikutnya Bank perlu menciptakan produk dan layanan inovatif yang menarik bagi nasabah agar
beralih ke green credit. Sebagai lembaga keuangan, bank dapat memastikan bahwa perusahaan mengadopsi
praktik ramah lingkungan dengan memberikan penawaran dana yang lebih ekonomis untuk penggunaan credit
yang mendukung lingkungan. Sebagai pemain utama dalam teknologi, bank sendiri dapat mengadopsi praktik
ramah lingkungan dan menjadi pemimpin dalam inisiatif global ini. Selain itu, inovasi produk dan pemanfaatan
teknologi memungkinkan bank dan pelanggan mereka saat ini untuk mengurangi penggunaan sumber daya
seperti kertas, yang pada gilirannya membantu melindungi lingkungan (Cindi et al., 2022). Tujuan dari strategi
ini adalah meningkatkan minat pelanggan dalam mengambil credit untuk proyek atau produk yang berfokus
pada keberlanjutan lingkungan.

Langkah terakhir penting bagi bank untuk secara rutin mengevaluasi strategi dan implementasi green credit
guna memastikan efektivitasnya serta kesesuaian dengan tujuan yang hendak dicapai. Keberhasilan suatu
program dapat diukur melalui pencapaian tujuannya, menunjukkan bahwa komponen-komponen program
berjalan dengan baik sesuai fungsinya. Evaluasi program diperlukan untuk menilai sejauh mana program
mencapai tujuannya dan sejauh mana komponen-komponen program menjalankan fungsinya (Ambiyar &
Dewi, 2019). Evaluasi secara berkala penting guna memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh bank
sesuai dengan visi dan tujuan terkait credit berkelanjutan (Hasanah & Hariyono, 2022). Bank juga perlu
mengembangkan sistem pengukuran untuk memantau dan menilai dampak positif green credit terhadap
lingkungan. Evaluasi rutin melibatkan peninjauan sistematis terhadap implementasi program green credit,
pengidentifikasian pencapaian, serta penilaian terhadap kendala atau potensi perbaikan. Melalui evaluasi
berkala, bank dapat menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan perkembangan dan tantangan yang muncul
(Ambiyar & Dewi, 2019; Anwar, 2022).
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Implementasi Pemerintah atas strategi perencanaan dan penganggaran hijau untuk pembangunan
berkelanjutan (GPB), yang mencakup sektor ekonomi hijau, telah masuk pada sektor usaha mikro. Adanya
implementasi ekonomi hijau (UMKM) bukan hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga
meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, membuka peluang pasar baru, dan meningkatkan
reputasi perusahaan (Nugraha et al., 2024). Penelitian Nugraha menyarankan UMKM dapat mengadopsi
sejumlah strategi ekonomi hijau yang fokus pada penggunaan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan.
Pertama, UMKM dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan air. Kedua, mereka dapat
memilih bahan baku yang ramah lingkungan. Ketiga, UMKM dapat mengelola limbah secara berkelanjutan.
Melalui implementasi strategi-strategi ini, UMKM dapat memainkan peran penting dalam mendorong
pembangunan yang berkelanjutan dan membuktikan bahwa praktik bisnis yang bertanggung jawab secara
lingkungan dapat juga meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendorong
penyaluran green credit pada sektor perbankan syariah telah memberikan dampak positif terhadap
perkembangan keuangan berkelanjutan. Regulasi yang diterapkan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan
serta inisiatif green financing, berhasil meningkatkan partisipasi perbankan syariah dalam pembiayaan proyek-
proyek ramah lingkungan, yang turut berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan profitabilitas
lembaga keuangan syariah. Meskipun demikian, tantangan seperti literasi keuangan syariah dan promosi proyek
hijau masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, penguatan kerangka regulasi, peningkatan
edukasi publik mengenai green finance serta pengembangan instrumen keuangan syariah yang mendukung
keberlanjutan diharapkan dapat mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang lebih inklusif di Indonesia.
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